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ABSTRACT: The sandwich generation phenomenon in Indonesia highlights the severe dual burden on
the productive age group as they struggle to balance the financial demands of their nuclear families
with supporting elderly parents, contrasting with Islamic doctrine that establishes birr al-walidayn and
relatives' maintenance (nafaqah al-aqadrib) as integral lineage responsibilities. Employing a library
research design with textual-hermeneutic and socio-juridical approaches analyzed via content
analysis, this study examines the legal construction of parental maintenance in Sheikh Nawawi al-
Bantani’s al-Tausyith alongside its conditions, limits, and hierarchy within the ShafiT school to
determine its relevance for contemporary Muslim families. The findings reveal that Sheikh Nawawi
frames parental maintenance as a legally binding obligation (taklif) covering basic food, clothing,
housing, and healthcare to preserve human dignity, yet strictly conditions it upon the parents' financial
inability (‘usr) and the child's proven capability (yusr) based on the threshold of fadil ‘an qitihi wa quti
‘iyalihi, which prioritizes the rights of the nuclear family. Ultimately, through the dialectic between birr
al-walidayn and the principle of preventing harm (daf‘u al-darar), the text clarifies that financially
constrained children are not religiously bound to provide absolute support, leading to
recommendations for reorienting financial ethics within Muslim households and integrating relative
maintenance boundaries into national social security systems.

Keywords: Al-Tausyih, Parental Maintenance, Sandwich Generation, Sheikh Nawawi Al-Bantani,
Shafi‘l Jurisprudence

INTRODUCTION

Perubahan struktur sosial dan dinamika ekonomi masyarakat modern membawa implikasi
signifikan terhadap beban finansial dan pola pengasuhan dalam keluarga. Salah satu fenomena
yang kian mencuat dalam konteks sosial kontemporer adalah munculnya sandwich generation
istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh (Kussanti et al., 2026; Pamukti & Sa’diyah, 2024) untuk
menggambarkan kelompok usia dewasa yang terhimpit oleh tanggung jawab ganda: menopang
kehidupan anak-anak mereka sekaligus merawat orang tua yang telah lanjut usia.

Di Indonesia, fenomena ini menemukan relevansinya secara nyata seiring bertambahnya populasi
lansia yang tidak diimbangi oleh jaminan hari tua yang memadai. Menurut data Badan Pusat
Statistik (BPS, 2023) dalam Statistik Penduduk Lanjut Usia, persentase lansia di Indonesia telah
mencapai 11,75% (sekitar 32,71 juta jiwa) dari total penduduk. Namun, mayoritas dari populasi
lansia tersebut (sekitar 49,60%) masih menggantungkan sumber pembiayaan hidupnya dari
anggota keluarga lain (anak/menantu)((TNP2K), 2019, 2024; Djamhari et al., 2021). Di sisi lain, BPS
juga mencatat bahwa Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) lansia terus meningkat

AL-KHASS: The Indonesian Journal of Islamic Law
Vol.3 No.1 (2026): Juli | https://journal.staimun.ac.id/index.php/al-khass/index



https://journal.staimun.ac.id/index.php/al-khass/index
mailto:220101320004@student.uin-malang.ac.id*
mailto:lhaikumtsun@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Journal of Islamic Law

hingga mencapai 17,08 pada tahun 2023, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus
menanggung sekitar 17 penduduk lansia. Kondisi struktural ini menciptakan tekanan nyata pada
tingkat kesejahteraan masyarakat(Noviani et al., 2025; Sulintang et al., 2024). Penelitian empiris
oleh (Kautsar et al., 2025) menunjukkan bahwa beban ganda finansial pada sandwich generation
di Indonesia secara signifikan menurunkan tingkat kepuasan hidup dan memicu burnout ekonomi.
Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh (Syahti et al.,, 2025) mengidentifikasi bahwa
ketidaktersediaan sistem pensiun formal bagi pekerja sektor informal yang mendominasi angkatan
kerja di Indonesia menjadi faktor utama yang melanggengkan siklus sandwich generation antar-
generasi. Akibatnya, sebagian besar generasi produktif mengalami kompromi finansial yang berat
antara alokasi pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan bentuk pengabdian finansial kepada
orang tua.

Dari sudut pandang hukum Islam, beban pengasuhan dan bantuan finansial kepada orang tua
bukanlah sekadar persoalan pilihan etik atau empati sosial, melainkan bagian integral dari doktrin
ajaran yang memiliki kewajiban hukum (tak/if)(Rosi & Asyihabi, 2024). Islam menempatkan ikatan
nasab sebagai basis utama timbulnya hak dan kewajiban antar-anggota keluarga. Prinsip birr al-
walidayn (berbakti kepada kedua orang tua) tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penghormatan
moral, tetapi juga memiliki manifestasi konkret berupa kewajiban pemberian nafkah (nafagah al-
aqarib)(Lira, 2023; Sucipto, 2020). Namun, kewajiban ini dalam literatur fikih klasik dipagari oleh
kriteria dan syarat tertentu, baik dari sisi tingkat kemampuan (yusr) anak maupun kondisi
ketidakmampuan ('usr) orang tua, agar tercipta keadilan dan tidak menimbulkan kemudaratan
bagi keluarga inti sang anak.

Persoalan kewajiban menafkahi orang tua dan hubungan antargenerasi telah menarik perhatian
para peneliti dari pelbagai sudut pandang. Pertama, kajian mengenai nafkah orang tua dalam
hukum Islam umumnya berfokus pada syarat-syarat teknis normatif dan perbandingan mazhab
tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dinamika ekonomi modern, sebagaimana terlihat
dalam studi (Ma’arif, 2025; Nizami, 2025; TOPAL, 2024). Kedua, pemikiran Syekh Nawawi al-
Bantani telah banyak diteliti, namun dominan berada dalam ranah akidah, tasawuf, maupun fikih
muamalah secara umum. Penelitian (Firdaus & Imawan, 2024; Imawan et al., 2024; Kusbiantoro
et al., 2025), misalnya, membedah metodologi ijtihad Syekh Nawawi, sementara (Nurdin et al.,
2022) berfokus pada pandangannya terkait etika bisnis dan kepemilikan harta. Ketiga, penelitian
terkait fikih keluarga mazhab Syafi‘i cenderung memotret konstruksi hukum klasik secara inheren
atau menghubungkannya dengan kodifikasi hukum keluarga nasional, seperti riset (Ikhsan, 2025;
Sidgi & Rasidin, 2023; Syufa’at et al., 2023) mengenai relevansi teks fikih Syafi'iyyah terhadap
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keempat, studi tentang fenomena sandwich generation sejauh ini
mendominasi ranah sosiologi, psikologi, dan ekonomi pembangunan. Penelitian (Syufa’at et al.,
2023) berfokus pada titik tekan dampak kecemasan finansial, stres pengasuhan, dan
kesejahteraan mental pada kelompok usia produktif.

Meskipun diskursus mengenai nafkah dan fenomena sandwich generation telah banyak ditelaah
secara terpisah, terdapat celah akademis (research gap) yang belum terisi secara optimal. Kajian-
kajian terdahulu umumnya membahas kewajiban nafkah orang tua dalam hukum Islam secara
umum, atau mengkaji fenomena sandwich generation murni dari kacamata ilmu sosial. Belum
banyak penelitian yang secara khusus menganalisis konstruksi kewajiban tersebut dalam bab
nafkah kitab al-Tausyih karya ulama Nusantara kenamaan, Syekh Nawawi al-Bantani, lalu
memetakan batas-batas normatifnya untuk dihubungkan secara kritis dengan persoalan sandwich
generation pada keluarga Muslim kontemporer.

Berdasarkan celah kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Syekh
Nawawi al-Bantani mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua dalam kitab al-Tausyih,
menjelaskan syarat dan batas kewajiban tersebut dalam koridor fikih mazhab Syafi‘i, serta menilai
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relevansinya sebagai kerangka solusi dan perlindungan hukum bagi fenomena sandwich
generation dalam keluarga Muslim kontemporer.
METHOD

Penelitian ini dirancang menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah
proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam literatur naskah,
kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi vyang relevan dengan topik
pembahasan(Pakarti et al., 2023; Wathoni et al., 2023). Penelitian ini memadukan dua pendekatan
utama, yakni pendekatan hermeneutik-tekstual dan pendekatan sosio-yuridis atau fikih sosial.
Pendekatan hermeneutik-tekstual digunakan untuk mendeskripsikan serta memahami
interpretasi makna dan maksud dari doktrin kewajiban nafkah yang dirumuskan oleh Syekh
Nawawi al-Bantani dalam teks al-Tausyih(Arofik, 2025; Maharani et al., 2025). Sementara itu,
pendekatan sosio-yuridis dimanfaatkan untuk menjembatani teks-teks normatif fikih tersebut
dengan kenyataan dinamika sosial-ekonomi yang terjadi pada fenomena sandwich generation
kontemporer(lzzati & Darmawan, 2024).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua sumber utama, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari kitab al-Tausyih ‘ala Ibn Qasim
karya Syekh Nawawi al-Bantani, dengan fokus pembahasan khusus pada bab nafagat atau
kewajiban pemberian nafkah. Adapun data sekunder mencakup kitab-kitab fikih pendukung dalam
mazhab Syafi‘i seperti Fath al-Qarib, Fath al-Wahhab, dan Nihayah al-Muhtaj(Roslaili et al., 2021),
publikasi data resmi dari Badan Pusat Statistik terkait populasi dan dependency ratio lansia, serta
artikel-artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi yang menelaah isu sandwich generation, hukum
nafkah, dan pemikiran Syekh Nawawi(Bakri, 2021; Zuhriah et al., 2023).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dan inventarisasi teks
secara bertahap. Peneliti menyeleksi dan mengutip matan maupun syarah hukum nafkah dalam
kitab al-Tausyih, memetakan data sosiologis mengenai permasalahan finansial sandwich
generation dari literatur sosial-ekonomi, lalu mengkategorikan data tersebut berdasarkan variabel
kemampuan (yusr), ketidakmampuan (‘usr), serta skala prioritas kewajiban(Artanty & Sobaya,
2024).

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content
analysis) secara sistematis. Tahap analisis diawali dengan reduksi data untuk mengidentifikasi
konsep dasar nafagah al-agarib beserta syarat-syarat teknisnya. Selanjutnya, dilakukan
kategorisasi dan penyajian data guna menyusun hierarki prioritas penafkahan antara keluarga inti
dan orang tua, serta menentukan tolok ukur batas ketersediaan harta (fadil ‘an qdtihi wa qdti
‘iyalihi). Proses ini diakhiri dengan tahap kontekstualisasi dan penarikan kesimpulan melalui dialog
kritis antara kaidah-kaidah fikih klasik dan fakta sosiologis sandwich generation, demi merumuskan
kerangka perlindungan hukum dan kepastian etik bagi keluarga Muslim modern.

RESULT AND DISCUSSION

A. KONSTRUKSI HUKUM NAFKAH KERABAT DALAM KITAB AL-TAUSYTH KARYA SYEKH NAWAWI AL-BANTANI

1. Biografi Intelektual dan Karakteristik Pemikiran Fikih Syekh Nawawi al-Bantani
Diskursus hukum Islam di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peran monumental Syekh
Nawawi al-Bantani, seorang ulama besar kelahiran Tanara, Serang, Banten pada tahun
1813 M. Tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang kental di tengah pusaran penjajahan
Kolonial Belanda, Syekh Nawawi menimba ilmu awal dari ayahnya sebelum akhirnya
bermigrasi ke Hijaz untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Di Mekkah, beliau berguru
kepada ulama-ulama ternama mazhab Syafi‘i dan kelak diangkat menjadi Imam Masjidil
Haram, sebuah posisi intelektual tertinggi yang mengukuhkan otoritas keilmuannya di
dunia Islam. Setting sosial-intelektual abad ke-19 ini membentu karakter pemikirannya:
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beliau berakar kuat pada tradisi klasik mazhab Syafi‘i, namun sangat peka terhadap
dinamika realitas sosial masyarakat melayu-Nusantara vyang kerap berkonsultasi
kepadanya mengenai persoalan hukum keluarga dan muamalah harian(Mahsun, 2015).
Karya-karya Syekh Nawawi memegang peranan kunci dalam mengartikulasi ajaran mazhab
Syafi‘i bagi kalangan pesantren dan masyarakat luas, salah satunya melalui kitab al-Tausyih
‘ala Ibn Qasim. Kitab ini berkedudukan sebagai hasiyah atau catatan penjelas atas Fath al-
Qarib al-Mujib karya lbn Qasim al-Ghazzi, yang mana kitab tersebut merupakan syarah dari
Matn al-Ghayah wa al-Tasrif (Tagrib) karya Abu Syuja‘. Dalam positionality peninggalan
literatur mazhab Syafi‘i, al-Tausyih menduduki posisi strategis sebagai jembatan sintesis
antara gaw/ mu‘tamad (pendapat yang dipegang teguh) mazhab dengan kebutuhan
penjelas (idah) yang konkrit(Taufigurrahman et al., 2021; Yaqin, 2016). Syekh Nawawi tidak
sekadar mengulang formula yuristik pendahulunya, melainkan memberikan penekanan
batas-batas operasional hukum agar siap diterapkan dalam konteks keseharian
masyarakat.
Metodologi penafsiran dan pendekatan Syekh Nawawi dalam membedah isu-isu domestik
dan hukum keluarga berpijak pada moderasi (tawasut) serta pelindungan kemaslahatan
(jalb al-masalih wa dar’u al-mafasid). Dalam isu-isu domestik, beliau memadukan presisi
teks hukum (an-nass) dengan pertimbangan etika kemanusiaan. Beliau memandang relasi
keluarga bukan sekadar hubungan hak dan kewajiban mekanis, melainkan sebuah ikatan
moral yang dipagari oleh prinsip al-mu‘asyarah bi al-ma‘rdf (berinteraksi dengan cara yang
baik). Pendekatan ini membuat formulasi hukum keluarga yang ditawarkannya bersikap
realistis: di satu sisi menjaga kehormatan hukum normatif, di sisi lain tidak membebankan
syarat-syarat yang melampaui batas batas kemampuan (taklif ma la yutaq) para pihak yang
terlibat(Anas & Astutik, 2021; Roslaili et al., 2021).
2. Konsep Dasar Nafkah Kerabat (Nafagah al-Aqgarib) dalam Kitab al-Tausyth
Secara definisional dan teologis, Syekh Nawawi al-Bantani mengonstruksi nafagah al-
aqarib (nafkah kerabat) sebagai bentuk penjelasan teknis dari perintah pemeliharaan
ikatan nasab dan kasih sayang antar-anggota keluarga. Dalam kitab al-Tausyrh, nafkah
kerabat dimaknai sebagai kewajiban materiil yang timbul akibat hubungan darah tertentu
ketika terjadi ketimpangan kapasitas ekonomi(Devy & Suci, 2020; Musthofa & Firdaus,
2022). Landasan teologis kewajiban ini berakar kuat dari firman Allah SWT yang
memerintahkan perbuatan baik dan jaminan hidup kepada orang tua:
(st 3015, Oladyl o33
“Dan Kami wajibkan kepada manusia (agar berbuat) kebaikan kepada kedua orang
tuanya.” (QS. Al-‘Ankabt [29]: 8)
Ayat tersebut ditransformasikan oleh para ulama fikih menjadi pijakan hukum bahwa
pemenuhan kebutuhan dasar orang tua yang berada dalam kondisi tidak mampu
merupakan bentuk ibadah finansial yang mengikat. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW
yang menegaskan keterikatan nasab dan kepemilikan harta:
Hlg) ey &
“Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.” (HR. Abu Dawud dan Ilbn Majah)
Pemenuhan nafkah ini diposisikan oleh Syekh Nawawi sebagai konsekuensi logis dari
adanya pertalian darah (al-qarabah), di mana agama menetapkan bahwa jalinan nasab
membawa implikasi hukum berupa saling menanggung beban hidup (al-tadhamun al-
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ijtima7)(Aziz & Mina, 2017; Suminah & Aswita, 2022). Dalam rasionalitas yuristik mazhab
Syafi‘i, kedudukan anak terhadap orang tua digambarkan melalui kaidah:

GBEUY B33 atle b o Gas W Bslan L2 5
“Cabang (anak) dari suatu pokok (orang tua) secara makna adalah milik orang tuanya,
maka wajib atasnya menjaga kelangsungan hidup orang tuanya dengan memberikan
nafkah.”
Kewajiban penafkahan ini memiliki interelasi mendasar dengan prinsip birr al-walidayn
(berbakti kepada kedua orang tua) yang ditransformasikan dari sekadar imbauan etis-
moral menjadi beban hukum normatif (takl/if). Syekh Nawawi menegaskan bahwa bakti
kepada orang tua tidak cukup diwujudkan dalam sikap santun dan doa semata, melainkan
tercermin secara riil dalam jaminan ketersediaan kebutuhan hidup ketika orang tua berada
dalam kondisi tidak mampu (‘ajz)(Halim et al., 2024; Muhlisin & Soleh, 2026).
Adapun jenis-jenis kebutuhan dasar orang tua yang wajib dipenuhi oleh anak menurut
penegasan dalam al-Tausyih meliputi aspek-aspek vital kelangsungan hidup. Kewajiban
tersebut mencakup penyediaan makanan pokok (al-qit) yang layak sesuai standar
kecukupan lokal, pakaian (al-kiswah) yang memadai untuk melindungi tubuh dan
memenuhi kepantasan sosial, serta tempat tinggal (al-muskan) yang aman dan layak huni.
Selain tiga komponen utama tersebut, Syekh Nawawi juga memasukkan biaya
pemeliharaan kesehatan dan pelayanan penunjang hidup sebagai bagian integral dari
nafkah, terutama bagi orang tua yang sudah sangat renta atau mengalami keterbatasan
fisik. Seluruh jenis penafkahan ini bersifat pemenuhan kecukupan (kifayah), yaitu standar
yang membebaskan orang tua dari ketidakberdayaan dan rasa hina di hadapan orang lain.

B. SYARAT, BATAS, DAN HIERARKI KEWAJIBAN NAFKAH MENURUT MAZHAB SYAFI‘l DALAM KITAB AL-
TAUSYTH
1. Syarat-Syarat Legal Kewajiban Nafkah Anak terhadap Orang Tua
Kewajiban hukum seorang anak untuk menafkahi orang tuanya dalam tradisi mazhab

Syafi‘i tidak berlaku secara mutlak tanpa batas, melainkan diikat oleh syarat-syarat legal
formal yang ketat. Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab al-Tausyih merumuskan bahwa
kriteria utama timbulnya kewajiban ini bertumpu pada dua kondisi yang saling melengkapi
(syart al-wujab)(Firdaus & Imawan, 2024; Firmansyah, Iman, 2019), sebagaimana kaidah
fikih yang tertuang dalam naskah:
G sty ale GEAI Jlak] )Y 455 st L8

“Dan syarat kewajiban nafkah kerabat adalah ketidakmampuan (kemiskinan) orang yang
dinafkahi serta kemampuan (ketercukupan) orang yang memberi nafkah.”

Kriteria pertama bertumpu pada kondisi ketidakmampuan (‘usr atau ‘ajz) di pihak orang
tua. Ketidakmampuan tersebut memuat tiga indikator utama, yakni kemiskinan materiil
(al-fagr), keterbatasan fisik (al-‘ajz al-jasadi), dan ketidakmampuan bekerja (al-‘ajz ‘an al-
kasb). Orang tua dikategorikan berhak menerima nafkah apabila tidak memiliki harta yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok harian dan tidak lagi memiliki daya fisik untuk
bekerja akibat usia lanjut, penyakit kronis, atau kelumpuhan. Namun, apabila orang tua
masih memiliki harta atau fisik yang kuat serta pekerjaan yang layak dan tidak
merendahkan martabatnya (/G yaliqu bihalih), maka beban nafkah tersebut tidak serta-
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merta jatuh sebagai kewajiban mutlak bagi sang anak(Musthofa & Firdaus, 2022; Suminah
& Aswita, 2022).

Di sisi lain, syarat legal kedua menuntut terpenuhinya kriteria kemampuan (yusr) pada diri
sang anak. Kewajiban tak/if menafkahi orang tua hanya mengikat apabila anak berada
dalam kondisi finansial yang lapang atau berkecukupan. Syariat Islam menetapkan bahwa
pembebanan hukum finansial senantiasa disesuaikan dengan tingkat kelapangan rezeki
seseorang, sebagaimana firman Allah SWT:

BT e V] L3 40 Cak3 Y & 2Dl 86T (B 318 485 aslle 508 &35 77 iass o dase 35 (32
“Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang
melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya.” (QS. At-Talaq [65]: 7)

Tolok ukur kelebihan harta ini tidak dihitung dari total aset kotor yang dimiliki, melainkan
darisisa harta atau pendapatan setelah dikurangi pemenuhan kebutuhan pokok diri sendiri
dan orang-orang yang wajib dinafkahinya secara primer(Kunaifi et al., 2021; Ryandono &
Hazami, 2016). Apabila seorang anak hanya memiliki penghasilan yang pas-pasan untuk
menyambung hidupnya sendiri atau keluarga intinya, maka secara syariat ia tidak
dikenakan kewajiban hukum untuk menafkahi orang tuanya. Prinsip ini menegaskan bahwa
keadilan syariat tidak membenarkan timbulnya kewajiban finansial yang justru
mengancam kelangsungan hidup pihak yang diwajibkan.
Batas-Batas Keterjangkauan Finansial (Fadil ‘an Qatihi wa Qati ‘lyalihi)
Formulasi batas keterjangkauan finansial dalam al-Tausyih didasarkan pada patokan
kelebihan harta dari kebutuhan primer. Syekh Nawawi al-Bantani menggariskan bahwa
kewajiban memberikan nafkah kerabat baru efektif berlaku apabila seseorang memiliki
harta yang melebihi standar kecukupan harian, sebagaimana Kaidah a/-Tausyih:

a5 da33 § Al 0935 4558 2 Sl
“Sisa (kelebihan) dari makanan pokok dirinya dan makanan pokok keluarga
(tanggungannya) dalam sehari semalam.”
Penentuan standar kebutuhan dasar diri sendiri dan keluarga inti mencakup pemenuhan
makanan pokok (gdt), pakaian yang layak (kiswah), dan tempat tinggal (muskan) untuk
skala waktu harian (yaum wa lailah). Syekh Nawawi menekankan bahwa keluarga inti
terdiri dari diri sendiri, istri, dan anak-anak yang masih kecil memiliki hak preferensi
finansial yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Prioritas penafkahan ini memiliki pijakan
teologis yang kuat sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Slilsd 6 2igh GUBT 2 (123 OB (GBI i (123 O (gl (1A cludyy T
“Mulailah dari dirimu sendiri, bersedekahlah (berilah nafkah) untuknya. Jika ada kelebihan,
maka untuk keluargamu. Jika masih ada kelebihan dari keluargamu, maka untuk
kerabatmu.” (HR. Muslim)

Kelebihan harta baru dianggap ada (fadil) apabila seluruh kebutuhan dasar kelompok
primer ini telah terpenuhi secara wajar sesuai dengan standar kecukupan lokal (kifayah al-
ma’‘rif). Pembatasan ini dirancang untuk mencegah timbulnya haraj atau kesulitan
ekstrem yang dapat melumpuhkan perekonomian keluarga sang anak(Ahmad et al., 2020;
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Disemadi et al., 2020). Hukum Islam memagari perlindungan beban finansial ini dengan
kaidah fikih universal:

S Y3 52 Y
“Tidak boleh menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan
kemudaratan bagi orang lain.” (HR. Ibn Majah dan Ahmad)
Menguras habis sumber daya finansial anak hingga menelantarkan anak-istrinya demi
menafkahi orang tua dipandang sebagai bentuk tindakan yang melanggar batas
kemaslahatan syariat. Oleh karena itu, batas maksimal pembebanan nafkah hanya sebatas
margin kelebihan harta yang dimiliki anak. Jika kelebihan tersebut hanya mampu menutupi
sebagian dari kebutuhan orang tua, maka anak hanya diwajibkan memberikan sebesar
kelebihan yang ada tersebut tanpa dipaksa berutang atau mengorbankan kebutuhan
pokok keluarga intinya(Heti, 2017).

3. Hierarki dan Skala Prioritas Kewajiban Penafkahan
Mazhab Syafi‘i sebagaimana tertuang dalam al-Tausyih menyusun struktur hierarki

pemenuhan nafkah secara sangat teratur dan mengikat. Tata urutan pengalokasian
sumber daya finansial ini didasarkan pada skala prioritas hubungan kekerabatan dan
tingkat urgensi kebutuhan hidup. Syekh Nawawi al-Bantani menegaskan formulasi urutan
penafkahan wajib dalam naskah al-Tausyih:

o3 8 el YY1 ad assi & LD 488 A58
“Dahulukan nafkah diri sendiri, kemudian istri, kemudian anak-anak yang masih kecil, baru
kemudian kedua orang tua.”
Urutan pemenuhan alokasi finansial wajib dimulai dari prioritas teratas, yaitu nafkah untuk
diri sendiri (nafaqah al-nafs). Setelah kebutuhan diri terpenuhi, urutan kedua jatuh kepada
nafkah istri dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan primer(Liling, 2019; Salma et
al., 2017). Tempat ketiga dalam urutan hierarki ini barulah dialokasikan untuk orang tua
dan leluhur ke atas (al-usadl), yang kemudian disusul oleh kerabat garis horizontal atau ke
bawah (al-furti’) serta kerabat lainnya (al-aqarib). Struktur berjenjang ini mempertegas
kaidah yuristik mazhab Syafi‘i bahwa hak orang tua berada pada lapis setelah keluarga inti:

Ea58) 8 a2 288 5 15all e Y

“Seseorang tidak dituntut Ljntuk menafkahi para leluhurnya (orang tua/usil) sebelum
menafkahi anak keturunannya (fura?).”
Pengalokasian nafkah orang tua tidak boleh merusak hak finansial istri dan anak. Apabila
seorang orang tua yang tidak mampu memiliki beberapa anak yang sudah dewasa dan
berkecukupan, Syekh Nawawi menjelaskan mekanisme pembagian beban nafkah
berdasarkan prinsip distribusi keadilan nasab. Pembebanan nafkah orang tua tidak
ditimpukan kepada satu anak saja, melainkan dibagi secara proporsional di antara sesama
anak sesuai dengan tingkat kemampuan finansial dan kedekatan derajat kekerabatan
mereka. Jika seluruh anak memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang setara, maka beban
penafkahan ditanggung secara bersama (‘ald al-sawiyyah), baik anak laki-laki maupun anak
perempuan dalam ketetapan mazhab Syafi'i terkait penanggungan nafkah orang tua yang
renta. Mekanisme ini menjamin bahwa pengabdian finansial kepada orang tua menjadi
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tanggung jawab kolektif keluarga, sehingga menghindarkan timbulnya ketidakadilan beban
ekonomi yang hanya menumpuk pada salah satu anak.

C. RELEVANSI DAN KONSTEKSTUALISASI PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI| TERHADAP FENOMENA

SANDWICH GENERATION
1. Analisis Kritis Fenomena Sandwich Generation dalam Kacamata Fikih al-Tausyih
Fenomena sandwich generation yang dialami masyarakat Muslim kontemporer
menghadirkan dilema nyata ketika dorongan moral-keagamaan bertabrakan dengan
realitas keterbatasan ekonomi. Dalam kacamata kitab al-Tausyih, penanganan beban
finansial ganda ini tidak dapat dilepaskan dari dialektika antara kewajiban birr al-walidayn
dan kaidah daf‘u al-darar (mencegah kemudaratan). Pembebanan finansial secara ekstrem
yang memaksa generasi produktif mengabaikan pemenuhan gizi, pendidikan, dan
kesehatan anak demi menafkahi orang tua merupakan bentuk ketidakseimbangan
hukum(lkhsan, 2025). Fikih Syekh Nawawi dengan tegas tidak membenarkan pelaksanaan
pengabdian kepada orang tua yang mengorbankan hak-hak dasar keluarga inti, sebab
tindakan tersebut melanggar kaidah universal fikih:
dladll s Je 2384 Jwlaall 453

“Menolak  kemudaratan (k’erusakan) harus didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan.”
Konstruksi hukum ini menuntut adanya evaluasi kelayakan terhadap kategori yusr
(kemampuan) pada kelompok usia produktif saat ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi
modern, tingginya biaya hidup, dan tiadanya jaminan pensiun formal bagi mayoritas
pekerja, status "memiliki penghasilan" tidak serta-merta membuat seseorang memenuhi
kriteria yusr. Syekh Nawawi menggariskan bahwa yusr hanya terwujud apabila terdapat
kelebihan harta yang jelas (fadil) setelah kebutuhan pokok harian keluarga inti tertutupi.
Fenomena sandwich generation yang kerap mengalami keputusasaan finansial dan
kecemasan psikologis menjadi indikator kuat bahwa sebagian besar dari mereka
sebenarnya belum masuk dalam kategori berkecukupan secara syar'i, sehingga pemaksaan
kewajiban nafkah secara mutlak kepada mereka menjadi tidak valid secara yuristik.

2. Solusi Fikih terhadap Dilema Sandwich Generation
Konstruksi fikih dalam al-Tausyih menghadirkan kerangka solusi substantif melalui

penegakan skala prioritas penafkahan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi
generasi produktif. Fikih mazhab Syafi‘i menggariskan secara hierarkis bahwa pemenuhan
nafkah diri sendiri dan keluarga inti (istri dan anak) harus didahulukan secara mutlak
sebelum dialokasikan untuk orang tua. Penegakan hierarki ini bukan bentuk pengabaian
terhadap orang tua, melainkan sebuah kepastian hukum untuk memastikan bahwa
generasi penerus tidak menjadi korban kemiskinan structures baru akibat salah
menentukan prioritas pengeluaran.

Lebih jauh, pemikiran Syekh Nawawi memberikan kejelasan mengenai batas etik dan
hukum dalam membatasi atau menolak beban finansial dari orang tua tanpa mengurangi
bobot nilai birr al-walidayn. Seorang anak berhak secara syariat untuk membatasi bantuan
finansialnya hanya sebatas margin kemampuan riil yang dimilikinya (al-yusr al-nisbi)(I’anah,
2017; Rosi & Asyihabi, 2024). Penolakan atau pembatasan atas tuntutan materiil orang tua
yang melampaui batas kemampuan tidak menghapuskan nilai kebaktian anak, selama
penyampaiannya dilakukan dengan tutur kata yang mulia, sebagaimana firman Allah SWT:
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“Maka katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia (santun).” (QS. Al-Isra' [17]: 23)
Melalui arahan ayat ini, kebaktian diwujudkan dalam bentuk perhatian, perawatan fisik,
tutur kata yang santun (gaw/ ma‘rif), dan kasih sayang, sementara kewajiban materiil
tetap dibatasi secara ketat oleh parameter keterjangkauan harta (fadil ‘an gatihi wa quti
‘iyalihi).

3. Implikasi terhadap Hukum Keluarga Muslim Kontemporer
Dialektika antara teks fikih al-Tausyth dan fenomena sandwich generation memicu
perlunya formulasi ulang etika finansial keluarga Muslim antar-generasi. Keluarga Muslim
modern perlu mengadopsi literasi keuangan berbasis kaidah fikih, di mana kesadaran akan
perencanaan hari tua dan kemandirian finansial orang tua dipandang sebagai bagian dari
tanggung jawab keagamaan untuk tidak membebankan anak di masa depan. Etika ini
mengedukasi masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai "investasi hari tua" semata,
melainkan menempatkan ikatan nasab sebagai relasi tolong-menolong yang saling
meringankan (ta‘aGwun) sesuai porsi kapasitas masing-masing (Askuri et al., 2025; Halim et
al., 2024).
Implikasi terpenting dari kajian ini adalah perlunya rekomendasi integrasi konsep nafagah
al-aqgarib ke dalam sistem jaminan sosial dan kodifikasi hukum keluarga nasional.
Pemerintah tidak boleh melepas tanggung jawab pemeliharaan lansia miskin sepenuhnya
kepada anak-anak mereka yang juga serba terbatas secara ekonomi. Negara wajib hadir
mengambil peran substitusif ketika keluarga tidak lagi berada dalam posisi yusr,
sebagaimana prinsip bayt al-mal dalam fikih Islam. Pengintegrasian kaidah batas nafkah ini
ke dalam Kompilasi Hukum Islam dan kebijakan jaminan sosial lansia nasional akan
memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan sosiologis bagi generasi produktif
dari himpitan beban antar-generasi.

CONCLUSION

Konstruksi hukum kewajiban anak menafkahi orang tua dalam kitab al-Tausyih karya Syekh
Nawawi al-Bantani berpijak pada ikatan nasab dan prinsip birr al-walidayn sebagai kewajiban
hukum (taklif) untuk menjaga martabat kemanusiaan orang tua melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya. Namun, fikih mazhab Syafi‘i memagari kewajiban ini secara proporsional melalui syarat
ketidakmampuan (‘usr) orang tua dan kemampuan (yusr) anak berdasarkan kaidah fadil ‘an qatihi
wa qati ‘iyalihi, di mana hak finansial keluarga inti tetap menjadi prioritas utama. Melalui dialektika
kaidah birr al-walidayn dan daf'u al-darar, pemikiran ini memberikan kerangka solusi bagi
sandwich generation bahwa anak yang belum berkecukupan tidak diwajibkan menanggung beban
finansial orang tua secara mutlak, sehingga pembatasan bantuan materiil sesuai kapasitas riil tetap
sah secara hukum tanpa mengurangi nilai kebaktian.

Penelitian ini memicu perlunya reorientasi etika finansial keluarga serta penguatan regulasi
jaminan sosial bagi masyarakat Muslim modern. Secara akademis, studi lanjutan diharapkan dapat
memperluas fokus melalui penelitian lapangan empiris maupun kajian komparatif hukum keluarga
antar-negara Muslim terkait jaminan lansia. Secara praktis, masyarakat dan lembaga keluarga
disarankan untuk membangun literasi keuangan berperspektif fikih sejak dini agar tidak
menjadikan anak sebagai sarana investasi hari tua. Sementara itu, pemerintah dan pembuat
kebijakan perlu memperkuat regulasi jaminan sosial lansia serta merevisi pasal kewajiban nafkah
kerabat dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga negara dapat hadir mengambil peran substitusif
ketika keluarga berada dalam keterbatasan ekonomi.
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  وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا


  أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ


  فَرْعُ الأَصْلِ مَمْلُوكٌ لَهُ مَعْنًى، فَوَجَبَ عَلَيْهِ إِحْيَاؤُهُ بِالنَّفَقَةِ


  وَشَرْطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ إِعْسَارُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَإِيْسَارُ الْمُنْفِقِ


  لِيُنْفِقْ ذُوَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا


  فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ


  ابدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ


  لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ


  يُقَدَّمُ نَفَقَةُ النَّفْسِ ثُمَّ الزَّوْجَةِ ثُمَّ الأَوْلَادِ الصِّغَارِ ثُمَّ الأَبَوَيْنِ


  لَا يُسْأَلُ المَرْءُ عَنْ نَفَقَةِ الأُصُولِ قَبْلَ الفُرُوعِ


  دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ


  فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

